BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan

pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat

memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1.

Proses perceraian di bawah tangan yang terjadi di 3 Dusun yang dijadikan lokasi
penelitian Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dilakukan
dengan cara mengucapkan talag, talag yang terlebih dahulu diucapkan yaitu talaq
satu dan talaq dua atau talag ba’in shughraa. Setelah talaq satu dan talaq dua dapat
rujuk kembali kemudia talag yang ketiga atau falag ba’in kubra yang terakhir
diucapkan sehingga membuat pasangan suami isteri tidak dapat rujuk kembali.
Perceraian di bawah tangan tersebut dikarenakan adanya salah satu fungsi dan peran
yang tidak dijalankan dengan baik di dalam hubungan keluarga yang menyebabkan
sistem dalam keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut adanya
perbedaan kedudukan di dalam keluarga yang menempatkan pihak suami yang
memiliki kedudukan tertiinggi dalam keluarga yang menyebabkan suami bisa
melakukan apa saja yang ingin dilakukan termasuk dalam hal memutuskan
hubungan pernikahan. Hal tersebut tidak dapat ditolak oleh isteri dikarenakan suami
memiliki hak istimewa terkait dalam kewenangan di dalam rumah tangga dan
akibatnya dari hal tersebut mantan isteri dan anak tidak memperoleh hak-haknya
sebagaimana seharusnya, isteri tidak memperoleh pembagian atas harta bersama,
tidak memperoleh hak-haknya selama masa iddah dan anak tidak mendapatkan

nafkah hingga usia dewasa, hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam Undang-

cvi



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa
Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, faktor yang paling utama
adalah faktor ketidakpahaman dan belum adanya kesadaran masyarakat akan hukum
yang berlaku serta faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan terbesar masyarakat
melakukan perceraian di bawah tangan dibanding perceraian melalui pengadilan,
serta kedua faktor tersebut juga dipengaruhi dengan pendidikan responden yang
rendah, pendidikan yang rendah menyebabkan keminiman pengetahuan terhadap
hukum dan minimnya pengetahuan serta skill yang mereka miliki yang menjadikan
mereka hanya berprofesi sebagau buruh tani, buruh lepas ataupun pedagang,
disamping hal tersebut juga ketidakpahaman masyarakat akan hukum dipicu bahwa
pemerintah kurang menyikapi secara langsung terkait hal tersebut yang mana
berdasarkan hasil penelitian belum adanya sosialisasi maupun penyuluhan hukum
terkait dengan perceraian di bawah tangan di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar

Kabupaten Lombok Barat.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat
diajukan ialah:
1) Masyarakat khususnya pelaku perceraian di bawah tangan, diharapkan untuk
lebih memiliki keinginan sadar akan hukum. Setiap tindakan akan selalu
menimbulkan akibat hukum dan dari akibat hukum tersebut baiknya tidak ada

pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban.
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2) Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, lebih memperhatikan lagi dan
mengambil sikap terkait dengan permasalahan perceraian di bawah tangan.
Pemerataan sosialisasi dan penyuluhan hukum lebih ditekankan lagi
khususnya terkait dengan permasalahan perceraian, dikarenakan permasalahan
tersebut menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap pihak pihak yang

merasa dirugikan,
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